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DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Y ogyakarta

A. Profil Pengadilan Agama Sleman®
1. Sejarah Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Sleman, ddtweaas, dan
Pengadilan Agama di seluruh Indonesia secara umigak dapat
dilepaskan dari kepemimpinan Sultan Agung di KenajaMataram.
Pengadilan Agama dirintis sejak Sultan Agung dengama Peradilan
Surambi yang diketuai oleh seorang Penghulu daantliboleh 4 orang
Hakim dari Alim Ulama yang disebut Pathok Nagaringadiangkat
dengan surat kekancingan dalem, mereka bermukirentpat Masjid

Pathok Nagari yang berlokasi di arah empat perifuation Yogyakarta.

Dalam tradisi Jawa ada sesanti “Keblat Papat Linaacer”,
konsep ini ada koherensinya susunan desa di Jawacdima, yang
membentuk lingkaran konsentris dari desa. Mancapadksudnya
semacam tingkatan naik banding seakan seperti MadikaAgung

(sekarang).

! Mengenaiprofil Pengadilan Agama, disarikan oleh penulisi danofil PA Sleman;
http//:www.pa_sleman.@yahoo.co.id diakses tanggeptember 2009.
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Referensi kitab yang dijadikan sebagai dasar datemcarian
hukum di Peradilan Surambi pada dasarnya adal@uiin dan al-Hadits
serta ditunjang dengan kitab-kitab Muharror, Maghaluhfah, Fatkhul

Mu’in dan Fatkhul Wahab, yaitu kitab figih yang elt kitab kuning.

Sedangkan wilayah hukum yang ditangani oleh Pelagadi
Surambi  meliputi masalah-masalah kehidupan masgarakang
menyangkut Syari'at Islam seperti Perkawinan, wa$iaris, Hibah dan
sebagainya Sejak dihapusnya Pengadilan Raja, me&aras Yuridis
Formal Pengadilan Surambi tidak berfungsi lagi daglebur ke dalam

Pengadilan Agama.

Namun sejak dikuasai oleh Belanda, peran Peraddarambi
dibatasi dan dipisahkan dari sistem pemerintaharaddan Serambi yang
kemudian diubah menjadi Pengadilan Agama hanyayaeigelayanan
hukum di bidang Agama tentang masalah perkawinamuKkJ daerah
Kesultanan Ngayogyokarto (Daerah Istimewa Yogyaladipusatkan
pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agdiogyakarta.
Keadaan semacam ini terus berlangsung hingga Is@oneerdeka sampai

pada tahun 1961.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 rakyhindsia
semakin lama semakin maju tarap kehidupan dan géadinya, yang hal

ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan dardg pelayanan
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hukum, termasuk pelayanan hukum Agama, khususnianmikeluarga

yang mengatur tentang masalah perkawinan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukumm@ggang
mengatur masalah perkawinan ini, maka pemerintaindasarkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorTéhun 1961
tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tah@gAgustus 1961
menetapkan Pembentukan Cabang Kantor PengadilamaAyagyakarta

yang meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

- Wonosari, untuk Daerah Tingkat Il Gunung Kidul.

- Wates, untuk Daerah Tingkat 1l Kulon Progo.

- Bantul, untuk Daerah Tingkat 1l Bantul.

- Sleman, untuk Daerah Tingkat Il Sleman

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa rdasa
pembentukan Pengadilan Agama Kelas | B Sleman barkian
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia NomorTéhun 1961
tanggal 25 Juli 1961. Sebelum berdirinya Pengadilamggi Agama
Yogyakarta yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayaloghsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam hal ini termasuk juga daelilan Sleman

masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sant

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Norga0r

Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah &dita;n Tinggi
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Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undarapng tersebut,
maka yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propiaerah Istimewa
Yogyakarta berpindah dari yurisdiksi Pengadilan g@in Agama
Semarang ke yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agamayéégrta, dan baru
pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agafogyakarta
diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamahnégrepublik

Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jaladi@ebang
Nomor 1, Kota Sleman telpon 0274 868201 kode pdsl®5gedung
dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 80@engan hak pakai
dan luas bangunan 72 m2 melalui anggaran DIP PeB8idaan.
Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabip@suasan 296 m2
berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp.60&04
dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luashtaseuruhnya 800
m2 dan luas bangunan seluruhnya 368 m2. Hal yankaitan dengan
struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agansudiberdasarkan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1%88tang
Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan \gadadang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Slemamya
tidak lepas juga dengan pembahasan perkembangadilRerAgama di
Indonesia secara umum. Sebelum berlakunya UndaxggnRepublik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinamasedengan



43

wewenangnya pada waktu perkara yang masuk padaaditamg Agama
Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akampitsttelah berlakunya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1%@dtang

Perkawinan tersebut meningkat menjadi rata-ratpedRara setiap bulan

atau lebih 700 perkara setiap tahun.

Perkara cerai gugat adalah merupakan perkara yangdominasi,
atau dengan kata lain 75 persen perkara yang nkasBkngadilan Agama
Sleman adalah perkara cerai gugat dan selebihnga diausul oleh
perkara cerai talak, ijin poligami, wali adhol, pelesaian harta bersama

dan lain-lain.

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIRRaktah
Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedungybag terletak
di Jalan Parasyamya, Beran, Tridadi, Sleman. Beddatas tanah seluas
2537 m2 dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luaguban 830 m2
yang terdiri dari tiga laintai. Gedung Kantor Petligm Agama Sleman

tersebut diresmikan penggunaannya oleh Ketua Maakakgung RI.

Pada awalnya penanganan perkara di Kepaniteraampuata
penanganan administrasi di Kesekretariatan Peragadigama Sleman
masih menggunakan sistem manual, namun sejak Dese@@05
penanganan perkara ataupun administrasi sudah nonesigan sistem
komputerisasi, yakni misalnya untuk sistem di Kefgmaan menggunakan

aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara darejdM| sampai
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terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untukotap perkara), KIPA
(untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaianggunakan aplikasi

SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dandabmagainya.

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesiandt 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kelama&ehakiman,
maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jetdand sistem
peradilan di Indonesia. Dalam Undang-Undang tetsetinyatakan
diantaranya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukah gplengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Aganexadilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan-badan yaeigksanakan
peradilan secara organisatoris, administratif, flaansial ada di bawah
masing-masing departemen yang bersangkutan. suk@kalasaan serta
acara dari badan peradilan itu masing-masing dadlam undang-undang

tersendiri.

Dengan ketentuan-ketentuan di atas memberikan $andgang
kokoh bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia memberikan
status yang sama dengan peradilan-peradilan ldinddnesia. Eksistensi
Peradilan Agama semakin terlihat dengan keluarnyalabdg-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Rdran, di dalam
Undang-Undang ini tidak ada ketentuan yang bemgpata dengan ajaran
Islam. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini semakiemperteguh
pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasanah céembali

mewarnai perkembangan Peradilan Agama di Indomesigan keluarnya
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1%88tang

Peradilan Agama yang berisi diantaranya struktgamisasi, hukum acara
dari Peradilan Agama. Dan mengenai pelaksanaaniRer@dgama secara
organisatoris, administratif, dan finansial ada ldiwah Departemen

Agama.

Selanjutnya dengan adanya amandemen UUD 1945 emrgpat,
sedikit banyak telah memberikan perubahan bagidtanayang ada di
Indonesia pada umumnya, dan khususnya pada Paradigama.
Perubahan-perubahan itu diantaranya adalah dalsed P4 UUD 1945,
inti dari Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasafaakiman menurut
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merup&ieltnasaan yang
merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Aguag lladan
peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah MahkamalstKiasi, untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukorkedalilan.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun I1@h
membawa perubahan penting terhadap penyelenggake&oasaan
kehakiman, sehingga Undang-Undang Republik Indanéséomor 14
Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kelma&ehakiman
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Repobtonesia
Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaiangaenUndang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Ifidka pada tanggal
15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republioriesia Nomor 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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Sesuai dengan bunyi Pasal 24 UUD 1945 dan Pasatdarg-
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, d&patsimpulkan
bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman saataki ianya dipegang
oleh Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan di lbanya, namun juga
dipegang oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, bahkamuroe Pasal 24B
UUD 1945 guna menjaga dan menegakkan kehormatalmhutan
martabat serta perilaku maka dibentuklah sebuahbdgm yang

independen yakni Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan adanya ketentuan dari Undang-WnBapublik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan agsiniadministrasi,
dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilamg ylaerada di
bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah AgBagal( 13
Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 206#gka sejak 30
Juni 2004 lalu, Peradilan Agama resmi berada di abawmaungan

Mahkamah Agung.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang semuldasiah
Departemen Agama (Depag)-pun berubah menjadi DBgatan Peradilan
Agama (Badilag) di bawah Mahkamah Agung. Perubdtiaberdasarkan
Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesradi@ Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 ayat Rtksgn Presiden
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang &éran Organisasi,
Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradildmum, Peradilan

Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke MahkamahgA



47

Sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indorési 13
Tahun 2005, Badilag bertugas membantu Sekretariskdfaah Agung
dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dadasthsasi teknis
di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan ashrdnsi peradilan,
pranata dan tata laksana perkara dari lingkungsadPan Agama. Untuk
urusan teknis yudisial Peradilan Agama, Mahkamalung§gmemiliki
institusi bernama Urusan Lingkungan Perdata Agabiidilag). Sejak
1946, Uldilag di bawah Mahkamah Agung, dimana sehela berada

dalam naungan Departemen Kehakiman.

Struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agam& ysemula
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Noihdrahun 1989,
maka secara otomatis dengan keluarnya Undang-Undzegublik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 struktur organisasikum acara
Peradilan Agama sekarang berdasarkan ketentuan ngidiadang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tersebutairseitu dengan
keluarnya Undang-Undang Peradilan Agama yang haya memberikan
tantangan bagi Peradilan Agama, dimana kewenangeadifan Agama
selain seperti apa yang telah ada dalam Undangadndgepublik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 saat ini bertambahnudial ekonomi
syari'ah. Dengan adanya perubahan-perubahan yaagadh Peradilan
Agama tersebut, berarti juga membawa perubahapel&embangan bagi
Pengadilan Agama Sleman, karena Pengadilan Agaeraa8l sebagai

bagian dari Peradilan Agama di Indonesia.
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2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman

- Visi

Terwujudnya putusan yang adil, tuntas dan finalsyaeakat akan

menjadi damai di bawah naungan ilahi.

- Misi

Menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan mesgian secara
cepat, sederhana dan biaya ringan terhadap peskeara yang
diajukan para pencari keadilan dibidang hukum Islam®ngenai :
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, ZakataknfShodaqoh
dan ekonomi syari'ah (Bank Syari'ah, Lembaga Keaandikro

Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reksadana Syari'ahligabi Syari’ah

dan Surat Berharga berjangka menengah Syari’ahuritek Syari’ah,
Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana &ernisembaga

Keuangan Syari’ah dan Bisnis Syari’ah.
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I8

Ketua

Drs. Maslihan
Saifurrozi, SH, MH

Wakil Ketua

1. Dra. Hj. Burdanah, SH 7. Drs. H.A. Najib Umar, SH
2, Dra, Siti Dawimah, SH 8. Drs. Syamsuddin, SH
3. Sti Murtinah, SH 9, Dra.Hj N Emy Rohbiyati, SH

4. Drs. Lanjarto 10. Dra. ULl Uswah
5, Juharni, SH 11. Dra. Endang Sri Hartatik, SH ' Wakil
6. Drs. Mugorrobin, MH 12, Drs, M, Fatchan ¢ ||_Panitera Sekretaris

13,Drs H. Jalal Suyut W [ors atmat

| Najmudin

Dra. Siti
Shoirnah

PANMUD o ) ‘
PERMOHONAN PANMUD GUGATAN PANMUD HUKUM

Dra. Sifi Juwariyah Drs. Arwan Achmad Dra. Bihit Nur Rohyani
Staf Sial Staf
Ita Qonita, SHI Nafingatun, §.Ag, Umthu Hafizhiah,SHISEMA
Mei Watl

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
Panitera Pengganti

1. Bairotul Wasimah, SH |  Sigit TS, SH

2. Yisima Dewi, SH Juisita Pengyani
3.M. Kamal, S, SH
4. Drs. Muslin, SH 1. Sugivarto

5. A Fathuratman S { 2, Dahron, $.8

Edi Santosa, SH Dra. Afrikani Ratna L, S.Ag
Staf Staf Staf
Ruciyanta, SH

G ) Syamsul Hadi, SH
Heri\Addi Astanto, Sip
[ra. Zumanah

Nathalia Sri Aryarti

Imam Purnomo, SE

6. Fahryddin, 5. Ag 3. Fini Marfu'ah, SPd
7. Syafruddin, 5. Ay 4, Nurhayati, SH

8. KnoirlBasyar,SH | 5 Burhan 5, Sig
9, Rahmawati, 5.4y

Panitera Pengganti Lokal

1. M. Nuruddin, Lc
2. Yudi Hardeos, SHI

Cregted By, Muhammad Najib
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B. Deskripsi Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Y ogyakarta®
1. Kepala Putusan
Judul : PUTUSAN
Nomor Putusan : 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta
Kepala Putusan : BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Nama dan Tingkat Peradilan : Pengadilan Agama Siemdingkat

Pertama
2. ldentitas Para Pihak

Perkara dengan nomor register 965/Pdt.G/2008/PAn Sfogyakarta
merupakan perkara permohonan izin poligami. Pihbkipyang terkait

dengan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemohon

Identitas Pemohon yang juga suami sah dari Termdatam perkara

nomor 965/Pdt.G/2008/PA. Smn Yogyakarta adalah:

Nama : Agus G bin Hadi S

Umur : 35 tahun

2 Dikembangkan dari Putusan Nomor 965/Pdt.G/2008%Mn Yogyakarta
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Agama : Islam
Pekerjaan : Arsitek

Alamat : Dusun Klajuran RT. 04 RW. 07 Desa Sidakart

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

Sedangkan identitas Termohon, istri dari Pemohalalah sebagai

berikut:

Nama . Nurbaiti Handayani binti Marsyudi
Umur : 37 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru

Alamat : Dusun Klajuran RT. 04 RW. 07 Desa Sidakart

Kecamatan Godean Kabupaten Sleman

3. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum

a. Duduk Perkara

1) Posita

a) Bahwa dalam perjalanan hidup bersama Termohon, R@mo
telah berkenalan dengan seorang perempuan lairReaohon

hendak menikahi perempuan tersebut (poligami)

b) Bahwa alasan Pemohon akan menikahi calon isteruked
karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohah tel
terlebih dahulu dekat dengan calon isteri Pemolampernah

berjanji akan menikahi calon isteri Pemohon. Sei@ra



2)

d)

f)
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keluarga calon isteri Pemohon meminta Pemohon untuk
menikahi calon isteri Pemohon dan Termohon meralaka

Pemohon untuk berpoligami.

Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan isteri-cder
anak-anaknya karena memiliki penghasilan Rp. 200@0)00
(dua juta rupiah) dan Pemohon sanggup berlakutedibdap

isteri-isterinya.

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak kebeggiahila
Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Remo

tersebut.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidan a
mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selgma
melainkan utuh sebagai harta bersama antara Pent@mngan

Termohon.

Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dam cstleri
kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak kebeagptzinila

Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon.

Petitum

a)

b)

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk naénik

lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon.
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tetehtukan,
kedua belah pihak telah datang menghadap dan Bldjakim
telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termoham, da
menasehati agar Pemohon menahan keinginannya untuk
berpoligami tetapi tidak berhasil, begitu juga kdtediadakan
mediasi tetap tidak berhasil lalu pemeriksaan park@dimulai
dengan membacakan permohonan Pemohon yang isityp te
dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tamtthwa
alasan Pemohon berpoligami adalah sebagai sararak un

beribadah: :---=======mmmm e e

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, ohemmn
telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil yangehtkakan
oleh Pemohon dengan menambahkan jawaban yang pakokn

sebagai berikut:-----=-=-==mmm e

a) Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi
dengan calon isteri Pemohon, dan Termohon rela diima

secara tulus dan ikhlas tanpa paksaan dari siapapuf------

b) Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemotiak aida

hubungan mahram yang menghalangi terjadinya peneawi

antara keduanya, :--------=========mmm s

Menimbang, bahwa di muka sidang, calon isteri kedamohon

sudah memberikan keterangan sebagai berikut;-----------------



b)

d)

f)

0)

h)
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Bahwa dirinya kenal Pemohon akhir tahun 2006. kKetiki
dirinya bertemu Pemohon di kantornya (di jalan Pasa

Kembang, ketika menyewa motornya); -

Bahwa pada tahun 2007, Pemohon berjanji untuk rabnik
dirinya, namun karena saat itu dirinya masih maiweesi maka

akhirnya ditunda;--------===-======m=mm e

Bahwa dirinya tahu Pemohon menikah dengan Termdhon

(dua) minggu sebelum mereka menikah;---------—-——-------

Bahwa dirinya belum pernah berhubungan badan dengan

Pemohon; mmm—mmmemeeeeoee-

Bahwa dirinya tidak keberatan menikah dengan Pemehe-

Bahwa dirinya tidak ada hubungan nasab, hubunganasu

atau hubungan semenda dengan Pemohon;------——---

Bahwa dirinya telah menikah secara sirri dengan dhem
pada tanggal 27 Desember 2008 dengan wali oranditinga

dan dihadiri oleh pihak keluarga;--------------——---------------

Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Basri dari KUA

JAtINOM; === e e e e e e e e

Menimbang keterangan dari Bapak calon isteri keBaeohon

yang juga menjelaskan perihal hubungan anaknya ateng
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Pemohon, termasuk tentang nikah sirri yang telafadieantara
anaknya dengan Pemohon pada tanggal 27 Desembgrya@g

dinikahkan oleh Bapak Basri, tokoh ulama di kampmyag

Menimbang bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

a) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon

b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon

c) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri kedua

d) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon

e) Fotocopi Kutipan Akta Nikah antar Pemohon dengan

Termohon

f) Surat pernyataan berlaku adil yang ditandatangamdhon

dan diketahui oleh Kepala Desa Sidokarto dan daagosaksi

g) Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang datandani
oleh Termohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sidokdan

dua orang saksi

h) Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangaah ol
Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sidokatodiia

orang saksi

1) Surat keterangan belum menikah atas nama calam kei#ua

Pemohon
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Menimbang bahwa bukti-bukti telah sah sebagai buldiam

perkara

Menimbang bahwa semua pihak membenarkan dan tidak

membantah bukti-bukti yang telah diajukan

Menimbang keterangan para saksi yang tidak dibaoiteth kedua

belah pihak

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulamg yan
pada pokoknya tetap pada pendirian semula untugobgami;
dan Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tidak menyetujui Pemohon berpoligami tamgayebut

alasan yang jelas

b. Pertimbangan Hukum

1)

2)

3)

4)

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon

Menimbang pokok permohonan Pemohon ialah untuk reestgh

izin beristeri lebih dari seorang

Menimbang bahwa Termohon adalah isteri sah dari oRem

berdasarkan surat bukti

Menimbang syarat-syarat beristeri lebih dari segpraebagai

berikut:



5)

6)

7)
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a) Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkuialam

hal ini Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua

b) Suami harus mampu berlaku adil terhadap istenitisian

anak-anaknya

c) Telah mendapat izin dari isteri (Termohon)

d) Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu

e) Bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup

sehari-hari isteri-isteri dan anak-anaknya

Bahwa Pemohon telah berkenalan dengan seorang pesem
sejak tahun 2007 dan berjanji di hadapan peremgaraebut dan
keluarganya bahwa Pemohon akan menikahi perempmuaebtt
setelah lulus kuliah dan sekarang perempuan terdelan lulus

kuliah

Termohon tidak membantah dalil yang diajukan olem&hon dan
menganggap bahwa rumah tangganya masih layak alaeitan.
Oleh karena itu, Termohon menyetujui dan ikhlas &ten

menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon

Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon utikteri
lebih dari seorang telah memenuhi ketentuan dalasalP3 ayat

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
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8) Menimbang ancaman terhadap tujuan pernikahan aRtrahon
dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yahgga
dan kekal dengan sebab Pemohon sudah sangat @ekgindcalon
isteri kedua Pemohon sebelum menikah dengan Temaken

Termohon merelakan Pemohon untuk berpoligami

9) Menimbang bahwa pernyataan keberatan dari Termatadam
kesimpulan akhir dapat dikesampingkan karena tigemiliki

alasan yang relevan

10)Menimbang kemampuan Pemohon untuk mencukupi kebaaotuh
hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan pernigimaskp.

2.000.000,00 (dua juta rupiah)

11)Menimbang pernyataan setuju oleh calon isteri keamohon

terhadap keinginan Pemohon

12)Menimbang pernyataan dapat berlaku adil dari Pemoho

13)Menimbang bahwa ketentuan permohonan beristerih lelri
seorang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan aeteaga
yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 Undangaghteomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islanehdkarena

itu permohonan Pemohon dikabulkan
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. Amar atau Diktum Putusan

a. Mengabulkan permohonan Pemohon

b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk naénilagi

dengan seorang perempuan calon isteri kedua Pemohon

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biakarper

. Tanggal Putusan

Putusan tersebut diputuskan pada tanggal 21 AQ6D Zatau 25 Rabbiul

Tsani 1430 H



